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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas perkenanNya

kegiatan Simnas IV ASiAN di Denpasar ini dapat terraksana.

Sabtu (26131201 l) di.Universitas Negcri Yogyakarta, para Ilmuan Administrasi Negara

dari sclurult Indonesia bcrsepakat untuk berhimpun dalam organisasi yang bernama

Asosiasi Ilntuan Administrasi Negara (ASiAN). Melalui himpunan ini akan

clikerlrbangkan ilmir dan pendidikan masyarakat serta pemerintah sehingga sistem

pengelolaau Negara pada khususnya dan dunia pada umumnya menjadi semakin baik,,
irulah isi pokok deklarasi Ilmuan Administrasi Negara yang dibacaka, di Fakultas Ilrnu
Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (FISE tINy) dalam acara

Simposiurn Nasional Ilmuwan Adminish.asi Negara.

Setelah deklarasi tersebut berturut-tumt ASiAN menyelenggarakan SIMNAS ke 2 di
LTNISRI sol-o, ke 3 di UNTAG Semarang, dan ke 4 di Fisip uDAYANA Denpasar.

Isue yang diangkat dalam SIMNAS ASiAN ke 4 ini adalah sosok desa yang makin seksi

diarttara isue-isue peilbangunan nasional. UU no 6 Tahu n 2014 Tentang Desa yang

nrulai berlaktr tangal 15 Januari 2014 membawa beberapa isue pokok diantaranya:
Masa Jabatan Kepala Desa Perangkat Desa dan Kesejahteraannya. Kepala desa.

dalarn UU Desa diberi kesempatan menjabat paling lama 3 (tiga) periode dengan masa
jabatan tiap periode 6 tahun. Hal ini dapat dilihat dari pasal pasal 39 ayat (l) Kepala.
Desa tnemegang jabatan selama 6 (enam)tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Dan ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat menjabat paling
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Dalam hal kesejahteraan Kepala desa dan perangkat desa, disebutkan ada penghasilan
dari pemerintah pusat sesuai pasal pasal 66 yaitu :

.i'. :"
l. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2' Penghasilan tetap,Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) bersumbeii'dari dana perimbangan dalam Anggaran lenaapilan .aan

Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan 'dalanr

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
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3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Kepala Desa dan

perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dirnaksud pada ayat(l), Kepala Desa dan

perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh

penerimaan lainnya yang sah.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab kepala desa dan

perangkat desa. Dalam penugasan dalam lJlJ 32 / 2004 dikenal dengan nama tugas

pembantuan pada pasal 206, sekarang dalam UU Desa tidak dikenal lagi tugas

pembanftran. Dari pemerintah, dan pemerintah daerah ke penrerintah desa. FIal ini berati

pemerintahan desa sepenuhnya dapat menjadi pelaksana perintah tugas dari pernerintah

dan pemerintah daerah. Oleh karenanya lebih lanjut tentang hal ini akan kita lihat dalam

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah turunan UU Desa. Posisi ini memang

mengundang perdebatan.

Pendanaan Desa:

Dalam pasal Pasal 72 disebutkan ayat (l) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7l ayat (2) bersumber dari: huruf (b.) alokasi Anggaran Pe,rdapatan dan

Belanja Negara; dan (d.) alokasi dana Desa yang merupakan bagiari dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

Dilajutkan PasalT2 disebutkau ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang

berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, dan (4) Alokasi dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf d paling sedikit l0% (sepuluh perseratus) dari dana

perimbangan yang diter-ima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dilanjut dengan penjelasan Pasal 72 ayat(l) huruf (b) Yang dimaksud dengan

"Anggaran bersumber dari Anggarari Pendapatan dan Belanja Negara tersebut" adalah

anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer nrelalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk
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rnernbiayai penyelenggaran pemerintahan,

masyarakat, dan kemasyarakatan.

pembangunan, serta pemberdayaan

Dan penjelasan Pasal 12 (z) Besaran arokasi anggaran yang peruntukkannya langsung
ke Desa ditentukan l0% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on
top) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung
berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kerniskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geogr.afis dalam rangka
rneningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pernbangunan Desa.

Dalam pasal ini maka yang harus dipahami adalah :

l ' Pengalokasian dana untuk desa adalah dalam hal keperluan mengefektifkan
program yang berbasis Desa secal'a merata clan berkeaclilan, jadi prograrn
lembaga atau kementerian yang sekarang sudah berjalan atau telah berjalan yang
berbasis desa, bisa jadi kemudian dihentikan pada saat dana desa mulai

2' Ada dana peruntukan penyelenggaraan pemerintahan seperti penghasilan kepala
desa dan perangat desa tiap bulan.

3. Alokasi dana Desa, adalah mendasar pada perhitungan transfer daerah
4. Alokasi Dana Desa diberikan secara bertahap.

oleh karenanya sangat diperlukan penguatan kelembagaan desa yang di dalamnya
terdapat sdm desa yang handal untuk dapat mengelola dana desa agar tepat sasaran
dalam upaya mensejahterakan desa. Mudah-mudahan Peraturan pemerintah no.43/2014
tentang Pelaksanaan UU no- 612014 tentang Desa juga sudah ditandatangani presiden

Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 dapat mempermudah pelaksanaannya.

Pembangunan pedesaan dirnaknai sebagai pembangunan yang berbasis pedesaan
dengan mengedepankan kearifan tokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur
demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola
kegiatan usalta pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa,
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dan karakteristik kawasan pemukiman. Oleh karenanya banyak faktor berpengaruh pada

pembangunan desa ini.

prociding SIMNAS ASiAN IV ini berisi kumpulan makalah tentang desa yang

terhimpun dalam 4 kategori' yakni :

t.

It.

I IT.

IV

Descntralisasi dan Kebijakan Dcsa

Akuntabilitas Dana Desa dan Pemberdayaan Desa

Desa Adat dalam Otonomi Daerah

Inivasi clalam Pelayartatr Publik

Karni menghaturkan terirnakasih atas terselenggaranya SIMNAS 4 ASiAN ini, terutama

kepada : Fisip Udayana sebagai tuan rumah yang luar biasa, Pemprcv Bali yang

mensupport pelaksanaan, semua pemakalah dan peserta SIMNAS, Smicecomm sebuah

organisasi penyelenggara eveut-event skala nasional yang cekatan, dan Semua pihak

yang telah berpartisipasi dalam penyelengaraan Simnas ASiAN ke 4 ini'

Akhimya spirit, nilai bersama dan semangat jualah yang tetap menghidupkan ASiAN'

Kami pengurus ASiAN dan Panitia Penyelenggara memohon maaf atas segala

kekurangan. Sampai bertemu di Simnas'ASiAN 5 mendatang.

Denpasar, 19 September 2014

Ketua Umum ASiAN

Dr. Hardi Warsono, MTP
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RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan. pro dan
kontra atas pettetapan ini muncul seperti cendawan di musim hujan. Hal ini dapat
dimengerti mengingat UU Nnomor 6 Tahun 2014 ini bukan Undang-undang pertama
yallg mengatur Dcsa. Ada banyak Undang-undang mallpun peraturan pemerintah yang
pernah mengahrr tentang desa. Seperli misalnya UU Nomor l9 Tahun 1965 tentang
desa swapraia yang menunjukkan posisi desa dalam rlegara NKRI yang memiliki
kedaulatan- Seperti pula UlINomor 6 Tahun 1969 yang merupakan maklumat politik
orde baru yang mencabut dan tidak rnemberlakukan seluruh perundang-undangan dan
peraturan tentang desa- Setelah itu, diganti dengan UU No 5 Tahun 1974, dimana posisi
desa tidak lagi memiliki kedaulatan. Kedaulatan ini muncul ketika ditetapkan UU
Nomor 22 Tahun 1999- Posisi kedaulatan kemudian hilang lagi ketika muncul UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentan'g Pemerintah Daerah yang diikuti munculnya pp Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian menjadi embrio UU Nomor 6 Tahun zOI4,
pada UU ini eksistensi desa mulai diperkuat.

Munculnya UU tentang Desa tidak serta merta membuat pemerintah desa paham
akan tugas dan kedudukan dalam pemerintahan yang. baru sebagaimana amanat UU
nomor 6 Tahun 2014- Banyak persolan muncul berkaitan dengan tata cara yang harus
dipahami dan harus diikuti oleh kepala desa dalarn memimpin desa. Bahkan prosedur-
prosedur ketatakelolaan desa banyak yang harus dipelajari secara detail membutuhkan

u,aktu yang tidak pendek.

Munculnya undang-undang 6 Tahun zol4 ini, bukan hanya membuat

kegundahan bagi pemerintah desa namun juga membuat gerah pemerintah kabupaten.

Pasalnya ketentuan yang harus diikuti saling tumang tindih, tidak konsisten dan butuh
waktu dan kecernatan untuk rnempelajari. Sumber dana yang dialokasikan, mekanisme
pengelolaan dan pertanggungjawaban, adalah pekerjaan rumah yang tidak ringan.

Oleh karena ittt sumbangan pemikiran melalui Simposium Asosiasi Ilmulvan
Administrasi Negara (ASiAN) dalam kongres ASiAN Tahun 2014 di Universitas
Udayana (UNUD) Bali sangat strategis,dan dapat memberikan kontribusi pemikiran
terkait dengan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya kongkrit
dan konstruktif kontribusi pemikiran terbagi dalam 4 tema besar yaitu l) Kebijakan
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Desa & Desentralisasi,2) Akuntabilitas Dana dan Pemberdayaan Desa, 3) Desa Adat

dalam Otonomi Daerah dan4) [novasi dan Pelayanan Publik.

I(eempat tema besar tersebut akan dibahas dalam diskusi masing-masing

kelompok, harapan keluaran dari hasil pemikiran llmuwan Administrasi Negara dapat

memberikan catatan kritis guna mcndorong efektifitas implementasi Undang-Undang

Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Siurprosium ini diselenggarakan untuk meneguhkan kembali apa sebenarnya

sumbangan pernikiran yang dapat disampaikan oleh para dosen, peneliti dan ilmuwan

dalam bidang administrasi negara terhadap persoalan-persoalan bangsa Indonesia

dewasa ini. Pada acara ini akan dilakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan bangsa

dan negara ini, baik pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten ataupun desa - sesuai

dengan minat para pembicara. Kumpulan kritik dan rekomendasi dari setiap pembicara

akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.

Pada simposiurn ini diharapkan akan lebih riemperkenalkan kepada publik apa

saja bidang kajian ilmu administrasi negara itu. Selain itu, simposium ini juga akan

"meluruskan" kembali pemanfaatan istilah Administrasi Negara yang cenderung

terreduksi ke dalam ranah yang terlampau pragmatis, teknis dan terlampau sempit oleh

sebagian anggc)ta masyarakat pemerhati permasalahan administrasi negara. Baik itu oleh

masyarakat awam, masyarakat pers, maupun oleh sebagian pejabat administrasi negara

itu sendiri.

Melalui simposium ini akan ditegaskan kembali bahwa bidang kajian Ilmu

Administrasi Negara itu menjangkau persoalan-persoalan yang tidak saja yang terkait

dengan persoalan birokrasi, melainkan juga terkait dengan persoalan kebijakan dan

manajemen publik, baik pada tingkat mikr-o maupun makro global.
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MODEL PEMBINAAN MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA INSTANSI

PEMBRINTAHAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh: S),amsir

Dosen (Lektor Kepala IVc) Prodi llmu Adnrinistrasi Negara
Fakultas Ilnru Sosial - Universitas Negeri padang, c-nrail: syamsirsiili6r;vahoo.conr

Abstrak

Tujuan Denelitian ini adalah untuk menemukatt ntodel atau metode yang
tepat dalarn pentbinaan ntotivasi pelayanan pttblik (pubtic ser-vice motivation) di
kalangan para PNS di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh berbagai kondisi ),ang rnengindiknsikan kurang berkttalitasnva pela1tq77477
yang diberikan PNS kepada publik karena kesalahan pembinaan motivasi yang
dtlalankan selama ini di kalangan PNS. Penelitian ini dilaksanakan melalui
pendekatan kuontitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui
penyebaran angket, vv-owaflcara merdalam, observasi, dan studi dokuntentasi
pada beberapa instatrsi pemerintuhan di Provin.si Suntatera Barat. Pengumptttlan
data kuantitati.f dilakukan dengan teknik ntulti.stage random santpling. Sedangkan
ttntuk data kualitatif) petrcntuLtn infu'ntan penelitian dilakukart secaro purpossive
dengan menggunakan teknik snowball santpling. Analisis data kualitatif akal
dilakukan ntelalui interactit,e model of anal.vsis. Sedangkan analisis clata
kuantttatif dilakukan melalui analisis statistik desh'iptif dalam bentuk .fi-ekuensi,
persentase, 4ji rata-rata (ntean), dan uji regresi. Hasil Penelitian ini antara lain
ntengindikasikan tingkat motivasi pelayqnall publik dan kinerja di kalangan PNS
di Suruatera Barat nnsih terkategori kurang baik atau rendah. Rendaitnya tingkat
ruotivasi pelavanan publik di kalngan PNS tersebut berpengaruh pada rendohmta
kualitas kineriatnereka. Hasil dan kesimpulan penelitian ini merekomendasikan
ntodel penrbinaan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS berupa kombinasi
antara perbaikan sistent reknttmen, pentbinaan sikap ntental melalui pendidikan
keagamaan, dan pene,apan metode mystety shopping di kalangatz pNS.

Keyword: motivasi, pelayanan publik, motivasipelayanan publik, pNS, kinerja.

I. PENDAHULUAN

Persoalan mentalitas kerja yang kurang baik dan persoalan rendahnya kualitas kinerja atau

pelayanan kepada publik pada berbagai instansi pemerintahan di Indonesia saat ini masih menjadi

persoalan yang cukup sedtts untuk dicar-ikan solusinya, termasuk di Sumatera Barat- persoalan

rendahnya kualitas kinerja atau pelayanan publik pada berbagai instansi pemerintahan di

Sumatera Barat terindikasi pada seri penelitian tahun I dari dua seri penelitian ini, dimana hasil

penelitian ini antara lain nTenyimpulkan bahwa motivasi para PNS di Sumatera Barat unhrk
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Model Penthinaan Motit'asi Pelayrnun Publik di Kulctttgtut pegor-vai Neget.i sipit (pNS) pada lnstttnsi .._

menjadi PNs terkesan kurang baik, lebih banyak didorong oleh motivasi ekstrinsik, dan ha.ya
mementingkan kebutuhan-kebutr,rhan yang bersifat ruaran (ekstrinsik).

Selama ini memang cukup banyak dilakukan perubahan ke arah perbaikan kualitas
kinerja, seperti peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas sDM, dan sebagainya. Namun
upaya-upaya tersebut belunr memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kualitas
pelayanan publik. Perkembangan kualitas pelayanan publik masih menuju ke arah yang
sebaliknya' lnefektifitas dan inefisiensi administrasi masih terjadi dimana-mana. Kondisi inijelas
menunjukkan bahwa kinerja aparatur birokrasi ata.u PNS yang baik, yang memenuhi kriter-ia
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, belum terlaksana secara optimal. padahal tugas
utama dari pemerintah (aparat birolaasi) bagi rakyatnya adalah memberikan pelayanan yang
prima dalam rangka memenuhi keperluan yang diinginkan oleh masyarakat.
' Prosedur birolsasi yang terlalu berbelirbelit dan ketidakpuasan masyarakat terhadap
pelayanan apamtur pemerintah masih sering dibeberkan di berbagai media massa atau hasil-hasil
penelitian' Ketidakmampuan dan kelemahan aparatur dalam melaksanakan tugasnya masih sering
dilaporkan oleh berbagai kaiangan peneliti, baik dari petguruan tinggi maupun peneliti-peneliti
dari LSM' Kondisi seperti ini sedikit banyaknya jelas ada kaitannya dengan persoalan rendahnya
motivasi pelayanan publik @ubtic sentice motivation: PSIvt) di kalangan para pNS dalam
menjalankan fungsi mereka sebagai aparatur negam dan pelayan masyarakat, sebagaimana
tr:rungkap pada penelitian tahun I dari penelitian ini, disamping kelemahan dalam aspek lain
sepertikemampuan kerja, kondisi Iingkungan kerja, dan sebagainya.

Aspek motivasi dalam pekerjaan memang sangat penting arti dan pengamhnya
tefhadap kualitas kinerja- Motivasi yang tinggi dan tulus sebag ai abdi masyarakar bagi
seorang PNS akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Selanjutnya, semakin tinggi
motivasi pelayanan publik dan kinerja aparatur pernerintahan maka kepercayaan masyarakat
terfiadap kinerja dan wibawa pemerintah akan sernakin tinggi pula. Sebaliknya, bila motivasi
dan kinerja aparatur pemerintahan rendah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan wibawa pemerintah akan semakin
menurun pula.

Oleh karena itu melalui penelitian ini akan diungkapkan: l) Bagaimanakah gambaran
motivasi pelayanan publik dan kinerja di kalangah PNS pacla berbagai instansi pemerintahal
di Provinsi Sulnatera Barat? 2) Bagaimanakah pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap
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kinerja PNS? 3) Metode atau model apakah yang tepat digunakan dalam pengernbangan

motivasi pelayanan publik PNS agar prestasi kerja mereka dapat ditingkarkan?

Penelitian mengenai pembinaan motivasi pelayanan pubtik di kalangan pegawai Negeri

Sipil (PNS) pada Instansi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat ini sapgar penring dilakukan

dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait, terutama pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/I(ota di Sumatera Barat, sehubr-rngan dengan nretode atau model

pembinaan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS. Metocle arau model yang akan

diciptakan dan ditawarkan melalui hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi para

pejabat birokrasi pemerintahan dalam menentukan dan mengambil langkah-langkah serta

menetapkan kebijakan yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayalan publik

di kalangan PNS yang sudah ada saat ini.

Penelitian mengenai pembinaan motivasi pelayanan publik di kalangan pNS pada

Instansi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat ini sangat penting untuk dilakukan mengingat

rnasih buruknya prestasi PNS Indonesia, termasuk di Sunratera Barar. Hasil penelitian

Dwiyanto dkk (2006) di Sumatera Barat, misalnya, merremukan gambaran bahwa 9}.9oh dari

PNS Sumatera Barat menunjukkan kinerja birokrasi yang tidak akuntabel; 47,4o dari mereka

terindikasi tidak melakukan respons terhadap keluhan nrasyarakat; dan 44,3yo dari mereka

menolak pelayanan masyarakat; serta banyak di antara mereka (65,5yr) bekerja di luar rugas

pokok.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pegawai Negeri Sipil @NS) di Indonesia

Sebagai salah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, PNS memiliki peranan yang sangar

penting dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemenntahan di Indonesia. Oleh karena inr
'para 

PNS diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya dalam rnernberikan pelayanan kepada

publik secara produktif, betmutu, responsif, adil dan melata, sefta be(anggungfawab. Supaya

dapat melaksanakan tugas atau kinerja sebagaimana dimaksud di atas maka diperlukan pNS yang

berkemampuan secara profesional dan memiliki tanggungjawab, motivasi, disiplin, sefta

semangat keg'a yang tinggi.

Pekerjaan sebagai PNS di Indonesia masih merupakan idola dan harapan dari banyak

orang. Dalam pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia status dan jabatal sebagai pNS

dipandang sebagai status dan jabatan yang begitu dihorrnati dan dihargai tinggi serta diidolakan

olelr banyak orang (Fanani, 2005: 29). Hal ini anrara lain disebabkan oleh anggapan bahrva
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sebagai pelayan publik @ubtic servant) para PNS tentunya nremperoleS banyak fasilitas,
kenyamanan hidup dengan gaji rutin setiap bulan, dan jamindn hari tua (pensiunan) yang cukup
memadai' Hal inilah yang antara lain menyebabkan posisi dan jabatan pNS menjadi incaran
banyak orang dari masa ke masa.

Pendapat ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Horton dan Hondeghem
(2006)' Keduanya berpendapat bahwa orang-orang dengan karakteristik kepribadian reftentu
akan tertarik untuk mengabdi di sektor publik. Karakteristik ini mencakupi kebutuha,
terhadap keamanan kerja yang tinggi, pilihan terhadap aktivitas yang rutin, arah yang jelas
dan pengawasan yang teliti, dan ketidakinginan kepada resiko. Selain itu pekerjaan di sektor
publik juga erat kaitannya dengan prestise Qtrestige)bagi diri seseorang.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Sujatrnoko (2006) dan Abdul Aziz Muslim
(2006)' Menurut mereka, menjadi PNS adalah idaman bagi sebagian masyarakat Indonesia
karena pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerj aan yang prestisius dan dipandang menjadi
anggota kelompok priyayi. Sebenamya, semenjak bangsa lndonesia dijajah, status sebagai
antbtenar (pegawai negeri) telah dipandang sebagai starus yang prestisius. Kaum pribumi yang
bertrasil menjadi pegawai pemerintah Belanda pada masa itu merasa lebih tinggi status sosial,ya
dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang kebanyakannya adalah petani dan
pedagang (Sujatmoko, 2006).

Agar pemerintah dapat memperoleh PNS yang berkemampuan profesional dan
memiliki tanggungiawab, motivasi, disiplin, serta semangat kerja yang tinggi, maka perlu
dipersiapkan perencanaan yang matang baik dalam rekrutmen pegawai baru ataupun dalam
seleksinya, sefta pengembangan dan pembinaan motivasi yang jitu selama ia menjadi pNS.
Disamping itu pengembangan dan pembinaan motivasi kerja pNS juga perlu dipertimbangkan
dengan penggunaan metode atau model yang tepat, supaya ia berpengaruh ter-hadap peningkatan
kualitas kinerja PNS yang bersangkutan.

Motivasi Pelayanan Pubtik dan pengaruhnya terhadap Kinerja pegawai

Motivasi pelayanan publik merupakan salah satu faktor yang sangat penting peranannya
dalam menentukan tindakan atau perilaku seseorang, termasuk dalam menentukan tinggi
atau rendahnya prestasi kerja atau kualitas kinerja seorang pegawai. Motivasi pelayanan

Publik ata:u Public Service Motivation (Pslut) sering diartikan sebagai rnotivasi yang
mencakup tiga hal, yaitu: l) orientasi pelayanan seseorang yang ditujukan bagi kepentingan
masyarakat, 2) orientasi untuk meltolong orang lain, dan 3) dan orientasi yang menganclung
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semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat intrinsik atau yang berorientasi pelayanan

(Crewson, 1997). Orientasi-orientasi seperti ini biasanya terdapat dan menjadi ciri khas di

kalarrgan pegawai sektor publik (Pen'y dan Wise, 1990). Motivasi itu berhubungan dengan

empat dimensi, yaitu: l) ketertarikan terhadap pembuatan kebijakarr publik, 2) tanggung

jawab terhadap kepentingan publik, 3) perasaan haru atau kasihan, dan 4) sikap pengorbanan

diri (Pery dan Wise, 1990; Perry 1996).

Motivasi pelayanan publik (pubtic service motivatioan : PSM) sangat hubungannya

dengan kinerja seseorang pegawai. Menurut Perry dan Wise (1990): PSM di kalangan

pegawai publik mempunyai hubungan yang signifikan terhadap presLsi kerja dan efektivitas

organisasi dalam mencapai tujuannya. l) semakin besar motivasi pelayanan publik (PSM)

seseorang individu, semakin besar kemungkinan seseorang unhrk bekerja pada organisasi

publik; 2) motivasi pelayanan publik berhubungan secara secara positif dengan prestasi kerja.

iMenurut Christensen dan Wright (2011): lndividu dengan tingkat PSM yang tinggi akan lebih

tertarik bekerja pada organisasi publik dan akan memperlihatkan tingkat kepedulian yang

lebih tinggi kepada persoalan kemasyarakatan. Menurut Frederickson (1997): Setuan atau

motivasi pelayanan publik merupakan jannrng dari "semangat' administrasi publik.

Crewson (1997), dengan menggunakan data dari General Social Survqvs, Federal

Empoyee Attitude Surveys, dan the Institute of Electronic and" Electrical Engineers,

menyimpulkan bahwa para pegawai di sektor publik lebih mementingkan pengabdian kepada

masyarakat dibandingkan para pegawai di sektor swasta. Sementara Lewis dan Alonso (2001)

menemukan adanya hubungan yang positif antara motivasi pelayanan publik dan kinerja

(performance) pegawai. Seseorang individu yang memiliki tahap PSM yang tinggi akan

rnenuhjukkan prestasi kerja yang lebih efektif dalam pekerjaan yang berhubungan dengan

keadilan sosial, kesetiaan kepada negal'a, dan program sosial kemasyarakatan. Pendapat ini

juga disokong oleh Houston (2000) yang menyatakan bahwa pegawai sektor publik lebih

rnementingkan ganjaran kerja yang bersifat instrinsik dalam benhrk prestasi kerja dan harga diri

dibandingkan ganjaran yang bersifat ekstrinsik seperti ganjaran keuangan, promosi jabatan,

keamanan kerja, status dan prestise.

Disamping itu, Choi (2001) menemukan bahwa tingkat PSM di kalangan pegawai negeri

di Korea mempunyai hubungan dan pengaruh yang positif terhadap pandangan pegawai negeri

terhadap peranan dan tanggungjarvab mereka dalam pekerjaan. Pegawai yang memiliki tingkat
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PSM yang tinggi akan mempunyai pandangan yang positif terhadap peranan dap tanggungiawab

mereka sebagaipegawai publik. ,

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (pNS)

Pembinaan seringkali diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang
seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. pembinaan dilakukan
dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan

rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Begitu juga halnya dengan

pernbinaan PNS. Pembinaan PNS dilakukan maksud agar program, visi, misi, dan tujuan
yang telah direncanakan sesuai dengan tupoksinya mencapai sasaran dan ticlak menyirnpang

dari hal yang telah direncanakan

Dalam UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa

tujuan pembinaan PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan tersebut dilaksanakan

berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Selanjutnya dalam UU No. 43 Tahun

1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok

Kepegawaian, dijelaskan pula bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yarlg sebesar-

besamya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan sebagai

Pegawai Negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian,

kemampuan dan ketrampilan.

Pendayagunaan aparatur pada dasarnya tidaklah dapat dipisahkan dari pembinaan

pegawai negeri sipil secara menyeluruh yang mempakan segenap aktivitas yang bersangkut

paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja dalam bekerja sama unhrk mencapai tujuan

tertenfu dengan masalah pokoknya terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan,

pemberian balas jasa dan pemberhentian. Guna pembinaan Aparatur.Negara diperlukan

adanya pendidikan dan pelatihan yang dapat mengembangkan kemampuan pegawai bukan

saja untuk menangani pekerjaan mereka pada saat itu tetapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan

mereka dimasa mendatang. Artinya pendidikan dan pelatihan merupakan investasi di dalam

diri pekerja yang nantinya siap ditimba untuk meningkatkan efektifitas operasional suatu

organiasasi. Selama ini pembinaan PNS terkesan lebih banyak diarahkan kepada pembinaan

dari segi pengetahuan dan keterampilan, dan shngat jarang atau kurang terkesan mengacu

kepada hal-hal yang bersifat pembinaan afektif, sikap, dan mental para pegawai (Fanani,

2005; Syamsir, 2012).
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Agar pelaksanaan tugas pegawai berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan

pembinaan secara terarah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan

profesional. Profesionalisme pelaksauaan pekerjaan dapat tercapai jika pembinaan dimulai

dari saat seorang pegawai diterima di instansi dimana ia bekerja. OIeh karena itu, sistem

pcrnbinaan pegawai berkaitan erat dengan sistem pengangkatan pegawai. Namun tanpa

adauya pembinaan sikap dan mental yang baik maka pengetahuan dan keterampilan yang

dimiliki tidak akan memiliki akar yang kuat dalam pengembangan profesionalisme seorang

pegawai.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pendiiikan dan pelatihan merupakan salah satu

pendekatan utama dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia. Hal ini dilakukan sebagai

pendekatan, karena pendidikan dan pelatihan - mempunyai peran strategis terhadap

keberhasilan mencapai tujuan organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Di sisi lain juga

sebagai keberhasilan individu bagi karier pegawai/karyawan dan dapat meningkatkan kualitas

profesionalnya. Namun pembinaan mental dan sikap juga akan sangat berarti dalam

menunjang profesionalisme pegawai.

Pembinaan Mental dan Moral Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian integral

dari pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah secara keseluruhan.

Pentingnya pembinaan PNS adalalr karena fungsrnya yang sentral dalam arti sangat

menentukan dalam pembangunan bangsa dan negara. PNS yang r^temiliki mental dan moral

yang baik dapat mendorong bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)

dan pemerintah yang bersih (clean governntent).

Mengingat posisi PNS iru merupakan tulang punggung penyelenggara Negara yang

belakangan ini banyak mendapat sorotan negatif akibat kemerosotan mental dan moral yang

ditunjukkan dalam melaksanakan tugas pelayanan, mengemukanya praktek KKN (Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme), menguaknya isu antoral yang telah melibatkan penyelenggara

negara, juga terungkap perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota

PNS adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan ini berdampak pada semakin

menurunnya kepercayaan masyarakat. Pembinaan Mental PNS perlu terus dilakukan melalui

berbagai upaya antara lain melalui Pendidikan dan Pelatihan, namun juga harus dibarengi

dengan pembinaan mental dan sikap yang baik melalui metode-metode tertentu.

Menurut Nasution (201l) ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembinaan

PNS, yaitu pendekatan )nrridis, pendekatan keagamaan, pendekatan psikologik, dan
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pendekatan sosial-budaya- Keempat-empat pendekatarl ini mesti dilakukan seiring sejalan dan
saling memperkuat agar sasaran yang ingin dicapai dalam membangun pNS prol.esional dan
bermartabat dapat diwujudkan dengan selnpurna.

Menurut Eko Prasojo (2006), akar permasalahan bunrknya kualitas birokrasi atau
kepegawaian negara di tndonesia pada prinsipnya terdiri dari dua hal pentir-rg. pertama,persoalan

intemal sistem kepegawaian negara itu sendiri yang dapat dilihat dari subsistem yang membenhrk
kepegawaian negala. Subsistem ini antara lain adalah prcses rekrutmen dan seleksi pegawai.
Kedua' persoalan ekstemal yang mempengaruhi fungsi dan profesionalisrne kepegawaian negara.
Hal ini dapat dilihat dari segi kekuatan ekstemal yang mendorong terjadinya intervensi politik
dalam proses rekrutmen.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif-kuantitatif dan bersifat deskriptif. populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh PNS yang terdapat arau bemda dalam lingkungan berbagai
intansi penrerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Penenhran sampel dalam penelitian ini, terutama
unhrk pengumpulan data kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan teknik ntultistage ra,dom
sampling' Disamping itu juga dilakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan,
antara lain para pimpinan yang ada dalam lingkungan instansi yang bersangkutan, yang

Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data kuarttitatif dan data
kualitatd' Data kuantitatif diperoleh dari sampel responden yang telah ditetapkan melalui
angket (questionnaire) dengan menetapkan lima alternatif jawaban tertutup dengan
menggunakan skala Likert- Sementara data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari para
informan, terutama para pimpinan yang ada pada instansi yang bersangkutan yang ditentukan
secara purpo,sive.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang
disebarkan kepada pam responden, pedoman wawancara, lembaran obseruasi, dan buku catatan .

Pengolahan dan analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
analisis statistik deskriptif dalam bentuk frekuensi, persentase, dan uji rata-rata (ntean),dan uji
regresi' Sedangkan analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
teknik interactit'e model of analysis melalui tahal reduksi data, display data, tafsiran data, dan
pengambi lan kesimpulan.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Responden penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di dalam

lingkungan 7 penrerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten pasaman

Barat, Kabtrpaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten

Dharmasraya, Kota Padang, dan Kota Pariaman. Responden penelitian diambil dari berbagai

instatrsi pernerintahan tersebut dengan nrenggunakan teknik multistage random sampltng.

Penelitian ini telah dilakukan terhadap 1.270 responden dari PNS pada 7 pemerintahan

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pemilihan responden dalam penelitian ini telah

mempertimbangkan seproporsional mungkin dari segi jenis kelamin, umur, tingkat

pendidikan, status perkawinan, golongan kepegawaian, tingkat pendapatan, dan masa kerja

pegawai

1. Gambaran motivasi pelayanan publik (PSM) dan kinerja di kalangan PNS pada

berbagai instansi penrerintahan di Provinsi Sumatera Barat

Permasalahan pertama yang ingin drjawab melalui penelitian ini adalah bagaimanakah

gambaran motivasi pelayanan publik dan kinerja di kalangan PNS pada berbagai instansi

pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum hasil penelitian menunjukkan rata-

rata skor motivasi pelayanan publik (PSM) dan kinerja di kalangan PNS Sumatera Barat juga

terkesan kurang baik, karena rata-rata tingkat PSM mereka hanya berada pada tingkat 3,42

dalam rentangan skor I - 5. Sementara kinerja mereka juga berada pada kategori kurang baik

atau sedang, yaitu hanya berada pada rata-rata skor 3,60 dalam rentangan skor I - 5.

2. Pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap prestasi kerja (kinerja) pNS

Permasalahan kedua yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh

motivasi pelayanan publik terhadap prestasi kerja (kinerja) PNS pada berbagai instansi

pemerintahan di Sumatera Barat. Motivasi Pelayanan Publik yang diuji dalarn penelitian ini

didasarkan kepada empat dirnensi PSM sebagaimana dikemukakan dalam teori J.L. Perry dan

L.R. Wise, yaitu: l) ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik (uttractiott to public

policy ntaking), 2) tanggungjau,ab terhadap kepentingan publik (contmitntent to public

interest), 3) perasaan sirnpati (compa.ssion), dan 4) sikap pengorbanan diri (set7-sorrrnrrr.

Secara urlum, hasil uji regresi mepgenai pengaruh PSM terhadap prestasi kerja dapat

dideskripsikan bahwa korelasi di antara variabel kinerja (job perforntance) PNS dan variabel

motivasi pelayanan publik atau PSM adalah cukup kuat karena angka tersebut hampir
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mendekati angka 0'5' Sedangkan angka Rt R Sqrat'e) adarah sebanyak o.zl4 dan angka
Adiusted R2 sebanyak 0'213.' Hal i,i berarli bahwa zl,3% variasi dari kinerja pNS bisa
dijelaskan oleh variabel bebas tersebut, yaitu motivasi pelayanan publik atau pSM. Dengan
kata lain' terdapat sebanyak 21.3% kontribusi variabel bebas, yaitu pSM rerhadap variabel
terikat' yaitu kineqia (iob pe,formance), dan sisanya dijeraskan oleh variabel-variabel yang
Iain.

Sedangkan dari uji Anova atau F test didapati hasil F dengan df l/1269 sebanyak
344'343 dengan taraf signifikansinya 0.000. Artinya adalah bahwa ia boleh cripercayai sampai
99o/o'bahkan boleh dipercayai hingga 10ool,. Karena probabilitas (0.000) lebih kecil daripada
0'05 maka model regresi boleh digunakan untuk mernprediksi kinerja (iob perfor-ntance).
Artinya adalah bahwa variabel motivasi pelayanan publik memang mempengaruhi kinerja
(iob perforntance) PNS pada berbagai instansi pernerintahan di Sumatera Barat, sekurang-
kurangnya pada lokasi penelitian ini.

3' Pembinaan Motivasi perayanan pubrik di Karangan pNS

Permasalahan ketiga yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah tentang metode atau
model apakah yang tepat digunakan dalarn pengernbangan motivasi pelayanan publik pNS
agar prestasi kerja mereka dapat ditingkatkan. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pembinaan motivasi pelayanan publik menurut versi 'responden penelitian in,
terangkum dalam Tabel I berikut ini.

Tabel l' Hasil Uii Rata-rata (Mean) dan Tingkat Capaian Rata-rata (TCR) tentangPembinaan Motivasi perayanan pubrik di Karangan pNS

No.

I

Dimensi Pembinaan
IVlotivasi Pelayanan pubtik

Mean N TCR
(%)

Kategori

Pendekatan 4,13 I.270 82,68 Ti
2 Pendekatan 4.29 1.270 85,73 u3.

4.
Pendekatan 4.23 t.270 84,66 S
Pendekatan sosial bud 4,09 1.270 81,70 Sangat Tinssi (Sangat Setuiu)

Berdasarkan Tabel I di atas dapat dipaharni bahwa rata-rata skor pernbinaan motivasi
pelayanan publik (PSM) di kalangan PNS menurut responden lebih terfokus pada dimensi
pendekatan keagamaan dengan tingkat rara-rata 4,29 d,alam rentangan skor I - 5, meskipun
kesemua dimensi pendekatan berada dalarn kategori sangat tinggi. Artinya, semua r.esponden
berpendapat bahrva kesemua pendekatan (yuridis, keagamaan, psikologis, dan sosial budaya)
sangat penting dilakukan dalam pembinaan motivasi pelayanan publik di kalangan pNS.
sementara itu, skala prioritas (rating scale) dalam pembinaan motivasi pelayanan publik
menurut pendapat responden dapat pula dilihat dalarn Tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2. Hasil Uii Rating Scale (Skala Prioritas) tentang Pembinaan Motivasi pelayanan
Publik di Kalangan PNS

No. Dimcnsi Pembinaan Motivasi Pclayanan
Publik

Skor (%) Skala
Prioritas

I Pendekatan yuridis 2.718 (21 ,40 o/,) J
2. Pendekatan keaganraan 4.641 (36,54 %) I

3 Pendekatarr kolo
Pendekatan sosial

3.r9r (2s,13%l 2
4. 2.1s0 (16,93%\ 4

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dipahami bahwa pembinaan motivasi pelayanan publik

yang lebih diingini oleh para responden lebih cenderung berbenruk pembinaan dengan

menggunakan pendekatan keagamaan. Hal ini terindikasi dari skor jawaban responden yang

menunjukkan skor lebih tinggi pada dirnensi pendekatan keagamaan (4.641 ata:u 36,54 o/o.)

Dengan dernikian, dari segi skala prioritas, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa

pendekatan keagamaan memiliki skor skala prioritas paling tinggi (prioritas l) dibandingkan

ketiga pendekatan lainnya.

Pembahasan

1. Motivasi Pelayanan Publik dan Kinerja di Kalangan PNS Sumatera Barat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian temuan data penelitian balrwa skor tingkat

motivasi pelayanan publik atau PSM mereka hanya berada pada tingkat3,42 dalam rentangan

skor I - 5 dan kinerja PNS pada berbagai instansi pemerintahan di Sumatera Barar berada

pada kategori kurangbaik, yaitu hanya berada pada rata-rata skor 3,60 dalam rentangan skor I

- 5. Kondisi ini jelas sangat berbeda dengan temuan-temuan penelitian yang banyak

dilakukan di negara-negara maju yang pada umumnya menemukan bahwa rnotivasi pelayanan

publik di kalangan pegawai publik, yang dirunjukkan antara lain dalam bentuk kinerja

pelayanan publik, terkesan lebih tinggi atau lebih baik di kalangan pegawai publik

dibandingkan dengan pegawai swasta. Artinya skor rata-rata kinerja pelayanan publik di

negara-negara maju tersebut terkesan baik dan melebihi kinerja pelayanan di sektor swasta.

Dalam salah satu penelitiannya Pen'y (2000) mengemukakan bahwa pendorong utama

bagi seseorang untuk bekerja pada sektor publik adalah adanya berbagai kepentingan yang

menarik perhatian mereka kepada pelayanan publik. Kepentingan-kepentingan ini mungkin

saja berbeda dari kepentingan rekan-rekan mereka yang berkerja pada sektor swasta. Artinya,

motivasi para pekerja di sektor publik lebih meletakkan faktor ganjaran non-keuangan

(intrinsik) lebih tinggi dari ganjaran keuangarr (ekstrinsik). Kondisi ini berbeda dengan rekan-
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rekan mereka yang bekerja di sektor swasta yang lebih meretakkan kepenti.gan utama kepada
faktor ganjaran keuangan dari pada ganjaran non_keuangan.

2' Motivasi Pelayanan Publik dan Pengaruhnya terhadap Kinerja di Kalangan pNS
Sumatera Barat

Pada bagi sebelumnya telah dijelaskan bahrva ti,gkar motivasi pelayanan publik atau pSM
dan kinerja di kalangan PNS pada berbagai instansi pernerintahan di Sumatera Barat
terkesan kuraug baik, karen a rata-rata motivasi pelayanan publik mereka hanya berada pada
tingkat 3'42 dan rata-rata kinerja parada pada tingkat 3,60 dalam rentangan I - 5. Selain itu
dari segi pengaruh tingkat PSM terhadap kineia PNS juga terlihat bahwa a,gka R sebanyak
0'462 dalam Tabel Model summary menunjukkan bahwa korelasi di antara variabel kineq.a
(iob performance) PNS dan variabel motivasi pelayanan publik atau pSM adalah cukup kuat
karena angka tersebut berada di atas 0.5. Sedangkan angka n' g square) adalah sebanyak
0'214 dan angka AdjustedR2 sebanyak 0.213. Hal ini berarti bahwa zl,3o;variasi dari kinerja
PNS bisa dijelaskan oleh variabel bebas tersebut, yaitu motivasi pelayanan publik atau pSM.
Dengan kata lain, terdapat sebanyak 2l.3yo kontribusi variabel bebas, yaitu pSM terladap
variabel terikat, yaitu kinerja (iob performance), dan sisanya dijelaskan oleh r.,ariabel-variabel
yang lain

Ini berarti bahu'a rendaltnya kinerja di kdlangan PNS di Sumatera Barat rnemang ada
sangkut pautnya dengan persoalan rendahnya tingkat motivasi pelayanan publik yang
dimiliki oleh para PNS, dan tingkat motivasi tersebur rernyata termasuk kategori rendah Hal
ini juga berakibat kepada rendahnya kinerja mereka dalam melayani publik (masyarakat).

Jika hal ini dihubungkan dengan teori yang ada maka tentu saja hal ini tidak sejalan
dengan apa yang seharusnya terdapat dalam peke{aan yang berkaitan dengan pelayanan
publik yang menjadi tugas dan fungsi utama dari seorang pNS. Menurut perry dan wise
(1990) motivasi yang sehamsnya dimiliki oleh seorang-pegawai publik adalah morivasi
intrinsik yang dapat terwujud dalam bentuk rnotivasi untuk mendapatkan kepuasan
batin/pribadi melalui prestasi kerja dan motivasi unruk mengabdi kepada masyarakat atau
kepada negara (Perry dan wise, 1990). Beberapa ahli yang lain juga mengemukakan bahwa
motivasi intrinsik seperti inilah yang sepatutnya dimiliki oleh para pegawai publik.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan berdasarkan pendapat yang dikemukakan
oleh Maslow (1987) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat yang seda,g berkernbang,
motivasi kehidupan masyarakatnya, termasuk motivasi dalam bekerja, lebih banyak ditujukan
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kepada pemenuhan kebutuhan tingkat dasar (rendah) dibandingkan masyarakat yang sudah

maju yang lebih mementingkan keperluan tingkat tinggi seperti kebuhrhan terhadap

pengakuan dan aknralisasi diri. Temuan penelitian ini juga membuktikan hal yang demikian,

dimana tujuan seseorang menjadi pegawai negeri lebih banyak didorong oleh motivasi untuk

mentenuhi kebutuhan tingkat rendah. Hal inijuga berdampak pada motivasi pelayanan p,blik
yang rendah di kalangan PNS yang pada akhirnya berdampak pula pada kinerja mereka yang

rendah.

Sebagaimana diketahui bahwa motivasi pelayanan publik pada dasarnya dan

sepatuhrya harus lebih banyak didorong dan diarahkan pada pencapaian hal-hal yang bersifat

intsrinsik seperti pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, berbanding hal-hal yang

bersifat ekstrinsik, seperti keinginan mendapatkan ganjaran keuangan, rasa aman, prestise,

dan lain-lain. Namun yang terjadi di kalangan PNS di Sumatera Barat adalah lebih cenderung

kepada hal yang sebaliknya, dimana motivasi pelayanan ptrblik di kalangan rnereka lebih

banyak mengarah kepada dan didorong oleh hat-hal yang bersifat ekstrinsik berbanding

intrinsik.

Menurut Clayton Aldefer pula (dalam Siagian, 2004), sesuai dengan tingkat dan

martabat manusia, maka mempertahankan dan melanjutkan eksistensinya secara terhormat

adalah keperluan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Artinya, setiap orang perlu

mempertahanl<an keberadaannya antara lain dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, seperti

kebutuhan fisiologi dan keselamatan. Selain itu, sesuai dengan sifat dasar manusia sebagai

makhluk sosial, ia menghubungkan keberadaannya dengan keberadaan orang lain dan

metnerlukannya dalam kehidupannya. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa tujuan orang

untuk menjadi pegawai negeri di kalangan PNS Sumatera Barat lebih banyak didorong oleh

tujuan untuk tnemenuhi kebutuhan tingkat rendah atau ekstrinsik, yaitu keperluan fisiologi

dan keselamatan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa tingkat kehidupan ekonomi

mereka yang pada umumnya masih rendah, seperli telah dijelaskan sebelumnya.

3. Model Pembinaan Motivasi Pelayanan Publik di Kalangan pNS

Hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa pendekatan keagamaan merupakan

pendekatan yang paling tinggi persentasenya untuk digunakan menurut keinginan responden

atau TCR responden :85,73 % (lihat Tabel l). Di sisi lain, menurut skala prioritas (rating

scale), pembinaan motivasi pelayanan publik yang lebih diingini oleh para responden lebih

cenderung berbentuk pembinaan dengan rnenggunakan pendekatan keagamaan. Hal ini

402 SIMNAS KE 4 ASOSIASI ILMUAN ADMINISTRASI NEGARA (ASiAN)

I

(

t
p

d

a

p

C

.sl



Itlodel Pentbinaan Motit'asi Pelayanun Puhlik di Kalangun pegau,ai Negeri sipit (pNS) pacta lnstansi

terindikasi dari skor jawaban responden yang menunjukkan skor lebih tinggi pada dinrensi
pendekatarr keagamaan (4'641' atau 36,54 %). Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan
keagamaan nremiliki skor skala prioritas paling tinggi (prioritas l) dibandingkan ketiga
pendekatan lainnya, yaitu pendekatan yuridis, psikologis, dan sosial budaya (Nasution, 201 l).
Meskipun pada dasarnya keempat-empat pendekatan ini mesti dilakukan seiring sejalan dan
saling memperkuat agar sasaran yang ingin dicapai dalam membangun pNS profesional dan
bermaftabat dapat diwujudkan dengan sempurna.

oleh karena iru dalam penelitian ini dikemukakan dan ditawarkan suatu model dalam
pernL'inaan motivasi pelayanan publik di kalangan PNS seperti tergambar dalam bagan berikut.

Bagan 1' Model Pembinaan Motivasi Pelayanan publik di kalangan pNS

Bagan di

PNS harus sudah

atas menggainbarkan bahwa pembinaan motivasi pelayanan publik di kalangan
dimulai, atau setidak-tidaknya murai diantisipasi,semenjak seseorang direrflut

menjadi calon PNS (CPNS)- Prcses rekrutmen dan seleksi cpNS harus direformasi dan
direformulasi' Arlinya, proses penedmaan atau rekrutmen cpNS sudah mulai mempertimbangkan
pentingnya seleksi dan aspek penilaian sikap mental dan motivasi yang diperlukan bagi seorang
pegawai publik' Penilaian ini arus benar-benar menjadi perhatian serius dan dilalarkan secara jujur
dan bertanggungiawab. Kelulusan seomng CPNS seharusnya tidak hanya mempertimbangkan
aspek prestasi akademis saja dari para calon. Akan'tetapi aspek integritas, loyalitas, dan motivasi
pelayanan publik mestilah mertjadi pertimbangan utama daram kelulusan mereka menjadi
CPNS/PNS.

SIMNAS KE 4 ASOSIASI ILMT]AN ADMINISTRASI NEGARA (ASiAN)

Reformasil
Reformulasi

Rekrutnren CPNS

Peningkatan
Kualitas Kinerja

Mystery Shopptng
secara rutin dan

berkala

PEGAWAI NEGERI
SIPIL

(PELAYAN PUBLIK)

Pendekatan:
. Yuridis
. Psikologis
. Sosial Budaya

Pendekatan Keagamaan
(Pendidikan dan pelatihan Sikap

Mental Keagamaan tentang
hakikat Pelayanan publik

403



St,anr.sit'

Di sisi lain, bagi para PNS yang sudah "teilanjuf'diterima menjadi PNS teknik ntystery

slnpping perlu pula untuk dilakukan dalam rangka mendeteksi integritas, loyalitas, dan motivasi

pelayanan publik mereka. Artinya, teknik ini perlu ditakukan secara berkala dalam rangka meliat

dan menilai mana dr antara pegawai yang masih memiliki itegritas, loyalitas, dan motivasi

pelayanan pubtik dan mana di antara mereka yang sudah mulai menurun itegritas, loyalitas, dal
nrotivasi pelayanan publiknya. Berdasarkan hasil penilaian melalui teknik mystety shopping

ini,pada tahap berikutnya barulah diambil dan ditentukan langkah-langkah pembinanaan bagi

nlerekan melalui berbagai pendekatan, terutama pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan

ini dapat dilalarkan melalui pendidikan dan pelatihan sikap mental menurut tuntunan aiaran

agama secara rutin dan berkala oleh setiap instansi.

Pentingnya pendekatan keagamaan ini, disarnping hasil olahan data dari angket

tesponden, juga diperkuat oleh hasil penelitian ini sebelumnya (Syamsir, 2012; Syamsir dan

Junriati, 2013) yang mengindikasikan bahwa faktor pendidikan agama dan penerapan ajaran

agama dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membenhlk

motivasi pelayanan publik di kalangan pegawai publik atau PNS. Berbagai hasil penelitiannya di

berbagai negara juga mengindikasikan hal yang sama, sepefii hasil penelitian James L. Perry

(1997 dan 2000) dan Robert Bellah et-al (1985). Dengan demikian dapat dipahami bahwa

pendekatan keagamaan sangat penting afiinya dalam pembinaan motivasi pelayanan publik di

kalangan pegawai publik atau PNS dalam rangka peningkatan kualitas kinerja mereka dalam

memberika pelayanan publik yang bermutu.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berasaskan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan antara lain:

l. Tingkat motivasi pelayanan publik atau PSM dan kualitas kinerja PNS pada beberapa

instansi pemerintah di Sumatera Barat berada pada kategori kurang baik bila

dibandingkan dengan kondisi tingkat PSM dan kinerja pegawai publik di negara-negara

maju yang pada umumnya menunjukkantingkat PSM dan kualitas kinerja (prestasi kerja)

yang baik dibandingkan pegawai di sektor lain (non-publik).

2. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa tingkat PSM memang berpengaruh

terhadap kinerja di kalangan PN$ pada berbagai instansi pemerintahan di Sumatera

Barat. Dengan kata lain. rendahnya kualitas kinerja PNS itu besar kemungkinan
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disebabkan oleh rendahnya tingkat pSM yang mereka miliki dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Model yang nlungkin dapat digunakan sebagai cara untuk membina atau membangun
tnotivasi pelayanan publik dikalangan PNS, yaitu kombinasi antarareformasi rekrutmen.PNS, teknik myste4t shoppirtg, dan pe,dekata. keagamaan yang ditopang orehpendekatan yusridis, psikorogis, dan sosiar budaya. Dengan moder ini diharapkan
pemerintah dapat meningkatkan kualitas kinerja pNS.

Berdasarka, hasil penelitian dan kesirnpulan yang terah dikernukakan seberumnya makamelalui penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran antara rain:
l ' Dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja atau kualitas pelayanan publik di kalangan

PNS pada instansi pemerintahan pada umumnya, dan di Sumatera Barat pada khususnya,
perlu dilakukan beberapa upaya antara lain dengan menerapkan metode atau model
konrbinasi antara l'eformasi tekrutmen CPNS, telcrik nt.ysrety shopping, dan pendekatan
keagamaan yang ditopang oleh pendekatan yusridis, psikologis, dan sosial budaya.unfuk
tneningkatkan motivasi pelayanan publik di kalangan pNS sehingga akhimya kualitas
kine{a atau pelayanan publik mereka juga r,eningkat dalam memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat.

2' Kebijakan rekrutmen PNS perlu mempertimbangkan aspek peniraian motivasi pelayanan
publik atau motivasi rnemilih pekerjaan yang dilaksanaan secara lebih akurat dan
bertanggungiawab dalam proses penerimaan calon pNs. Artinya, proses rekrutmen calon
PNS yang selama ini masih diwarnai oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme perlu dibenahi
dengan rnelaksanakan sistem dan proses penerimaan yang lebih bertanggungjawab dan
mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon
pegawai publik' Aspek tujuan atau motivasi menjadi pNS ini sangatlah perlu
diperrimgangkan karena motivasi yang baik dari calon pNS akan sangat menentukan
kualitas kinerjanya apabila mereka telah menjadi pNS nantinya.
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